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AbstrakPenelitian ini bertujuan untukmelihat sejauhmana partisipasimasyarakat dalam proses pengawasanpemerintahan. Secara lebih khusus akanmengkaji mengenai tugas dan fungsiOmbudsman RI Provinsi Gorontalodalam meningkatkan pastisipasimasyarakat dalam proses pengawasanpelayanan publik. Metode yangdigunakan adalah metode kulitatif.Dengan metode pengumpulan datamelalui wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menujukkan bahwapartisipasi masyarakat dalampengawasan di bidang pendidikan itusendiri masih rendah. Hal ini ditujukkandari masih rendahnya tingkat laporanmasyarakat dalam kurun waktu tigatahun terakhir. Hal ini tentunya menjadicatatan penting bagi pemerintahkhususnya Ombudsman RI ProvinsiGorontalo untuk lebih meningkatkanpelibatan masyarakat. Dimana umpanbalik dari masyarakat merupakanindikator penting dalam meningkatkan

pelayanan dalam berbagai prosespenyelenggaraan pemerintahan.
Kata Kunci: Ombudsman; partisipasimasyarakat; pengawasan; Gorontalo
Community Participation in Oversight
in Gorontalo Province Education Sector
(Study of Community Reports at the

Gorontalo Representative Ombudsman
RI)

Abstract
This study aims to see the extent of

society participation in the process of
government supervision. More specifically,
it will examine the duties and functions of
the Ombudsman RI Gorontalo Province in
increasing public participation in the
process of public services supervision. The
method used is a qualitative method. With
the method of collecting data through
interviews and documentation. The results
showed that society participation in
supervision in the field of education itself
was still low. This is shown from the low
level of public reports in the past three
years. This is certainly an important note
for the government, especially the
Ombudsman RI Gorontalo Province to
further enhance community involvement.
Where feedback from the community is an
important indicator in improving services
in various government administration
processes.
Keywords: Ombudsman; society
participation; supervision; Gorontalo

A. PENDAHULUANPartisipasi merupakandeterminan dalam melihat bagaimananegara mampu hadir danmemberikan pelayanan yang baikmasyarakat. Partisipasi masyarakat

mailto:lutfiahpulubuhu96ug@gmail.com
mailto:lutfiahpulubuhu96ug@gmail.com
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;2685-8096
http://u.lipi.go.id/1565920262


E-ISSN 2685-8096 || P-ISSN 2686-0279JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Vol.1 No.2 Desember 2019

120

dalam proses pembangunan itusendiri menjadi indikator pentinguntuk melihat sejauh manapemerintah mendapat kepercayaandan respon positif dari masyarakat.Lebih jauh, adanya keikutsertaanmasyarakat dalam prosespembangunan akan mendorongkemajuan yang lebih siginifkan dalamsegala aspek kehidupan.Negara merupakan organisasipolitik dan pemerintahan.Penyelenggaraan suatu organisasi itusendiri dapat diartikan sebagaikeikutsertaan dan partisipasiindividu atau kelompok dalam prosespenyeleggaraan dan pengawasanorganisasi. Proses partisipasi dalamhal ini berkaitan dengan prosespelibatan masyarakat dalamorganisasi atau pun dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkutpenyelenggaraan pemerintahan danpembangunanSebagai bentuk organisasi,pengelolaan negara secara idealharus memberikan ruang sebesar-besarnya bagi partisipasi masyarakat.Pengelolaan pemerintahan yang baik
(good governance) bergantung padatata kelola lembaga yangmenjalankan tugas dan fungsinyadengan baik, dimana kebijakan publikharus berorientasi pada kepentinganmasyarakat. Pada hakekatnya proseskebijakan publik itu sendiri terdiridari proses perumusan, implementasidan pengawasan kebiajakan.Keputusan publik yang baik dapatmendorong kesejahteraanmasyarakat. Dimana dengan adanyapartisipasi masyarakat secara aktif

dapat meningkatkan kepercayaanpublik terhadap penyelenggaraan danlembaga pemerintahan.Keterlibatan masyarakat dalampemerintahan dan prosespembangunan tentunya tidak hanyaterbatas pada tahap implementasi.Pelibatan masyarakat secara penuhjuga diperlukan dalam prosespengawasan kebijakan itu sendiri.Proses ini dengan sendirinya akanmenempatkan masyarakat dalamposisi yang signifikan untukmenentukan apakah kebijakanpemerintah layak untuk dikatakanberhasil atau tidak. Pelibatanmasyarakat dalam pengawasandengan sendirinya jugameningkatkan kepercayaan terhadappemerintah dan mendorong prosespemerintahan yang baik.Ombudsman RepublikIndonesia merupakan salah satulembaga negara yang bertugas untukmemberikan pengawasan terhadappelayanan kepada masyarakat.seperti yang telah dijelaskansebelumnya bahwa, pada hakekatnyatugas utama pemerintah adalahmemberikan layanan prima kepadamasyarakat. Hal ini kemudianmenjadi cikal bakal dibentuknyaOmbudsman Republik Indonesia,yaitu memastikan bahwa masyarakatmerupakan objek utamapembangunan yang berhak menerimalayanan sebaik-baiknya.Ombudsman RI sebagailembaga pengawas pelayanan publikmempunyai tekad untuk mendorongpercepatan peningkatan kualitaspelayanan publik sebagai upaya
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untuk meningkatkan kesejahteraanumum dan mencerdaskan kehidupanbangsa sebagaimana tujuanberbangsa dan bernegara dalamPembukaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia 1945.Ketertinggalan kualitas pelayananpublik pasti akan menghambatpercepatan pembangunankesejahteraan rakyat dan sekaligusmerendahkan daya saing investasi diIndonesia dalam menghadapi MEA(Masyarakat Ekonomi Asean). Makadari itu, dalam upaya mengangkatdaya saing bangsa, serangkaianprogram peningkatan kualitaspelayanan publik musti dilakukan.Negara telah melahirkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 TentangPelayanan Publik, sebagai kebijakandan acuan bagi seluruh instansipelayanan publik dalammenyelenggarakan pelayananpubliknya secara berkualitas(Ombudsman RI, 2009).Penyelenggaraan pelayananpublik yang berkualitas tentunyabukan pekerjaan yang mudah.Diperlukan tekat dan integritas darisetiap lembaga pemerintahan dantentunya partisipasi aktif masyarakat.Untuk itu penelitian ini akan berfokusuntuk melihat sejauh manamasyarakat mampu memberikankontribusi dalam proses pengawasanpelayanan publik. Secara lebihspesifik, penelitian ini akanmenitikberatkan pada sektorpendidikan. Sektor pendidikansendiri dianggap sebagai salah satusektor mendasar yang menjadi tugasnegara. Sementara, di satu sisi

pelayanan di sektor pendidikanseringkali menjadi sorotandikarenakan masih rendahnyakualitas pelayanan yang diberikanoleh pemerintah (Widodo, 2015). Disisi lain, ruang untuk masyarakatberpartisipasi dalam pendidikanmasih terbatas pada partisipasimanejerial dan finansial (Wiratno,2016). Untuk itu denganmenggarisbawahi pada sektorpendidikan, penelitian ini akanmengkaji lebih mendalam mengenaipartisipasi masyarakat dalam prosespengawasan pelayanan publik.
B. TEORI (Literature Review)Partisipasi merupakan suatuimplikasi dari demokrasi dimanamasyarakat diikutsertakan dalamsuatu perencanaan, pelaksanaanserta juga ikut mengambil tanggungjawab dalam proses penyelenggaraanpembangunan. Partisipasi dapatdigolongkan dalam partispasi padabidang-bidang fisik maupun bidangmental seperti penentuankebijaksanaan. Partipasi merupakanindikato penting untuk melihatsejauh mana pemerintah mampumenjalankan amanat demokrasi.Teori partisipasi dikemukakansalah satunya oleh Sherry R Arsntein.Model anak tangga partisipasi wargayang diusulkan oleh Sherry RArsntein (1969: 216-224). Arnsteinsecara kritis membuat skematingkatan partisipasi berdasarkanredistribusi power/kekuasaan dari
“absolute control” ke “have-not
citizen” yang selama ini tidakdilibatkan dalam proses ekonomi dan
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proses politik, agar dapat secaradeliberatif dilibatkan dan melibatkandiri. Arnstein membagi kategoripartisipasi ke dalam 8 tipe tingkatdiantaranya: tipe “Manipulation” dan
“Therapy” sebagai tingkatan yangmenggambarkan kondisi dimanabahwa sebenarnya tidak adapartisipasi. Tidak ada tujuan untukmelibatkan masyarakat dalamperencanaan, pelaksanaan, ataupengawasan kebijakan; yang adahanyalah usaha untuk “mengedukasi”dan “menyembuhkan” warga yangdianggap belum punya cukupkompetensi untuk dilibatkan. Tipe“informing, consultation, danplacation” menunjukan polatokenisme. Yakni suatu kondisidimana warga telah diberi sedikitruang untuk didengarkan namunmasyarakat belum memiliki kuasayang cukup untuk memastikan bahwasuara dan aspirasi mereka dapatmenjadi bagian dari kebijakan akhiryang diambil. Pada tipe (Placation)para warga tak berpunya telahmemiliki hak untuk memberi usulandan nasihat, tapi pada akhirnyapemegang kekuasaan lah yangmemutuskan. Tipe “partnership”artinya ada bentuk kerja sama ataukolaborasi antara pemerintah danmasyarakat, delegated power artinyakekuasaan yang didelegasikan atau
citizen control dimana masyarakatmempunyai control terhadappemerintahan (Marzaman, 2018).Tingkatan partisipasi menurutteori Arnstein akan menjadiperangkat untuk mengukur partipasimasyarakat dalam porses

pengawasan. Adapun pengawasandalam hal ini akan dikaitkan denganfungsi Lembaga OmbudsmanRepublik Indonesia. Sejalan dengansemangat reformasi yang bertujuanmenata kembali kehidupanberbangsa dan bernegara,pemerintah telah melakukanperubahan-perubahan mendasardalam sistem ketatanegaraan dansistem pemerintahan RepublikIndonesia dengan membentuklembaga-lembaga Negara danlembaga-lembaga pemerintahanbaru, salah satunya adalahOmbudsman. Lembaga ini di bentukpada tanggal 10 Maret 2000 denganKeputusan Presiden Nomor 44 Tahun2000 Tentang Komisi OmbudsmanNasional. Dan untuk memperkokohdasar hukum keberadaanOmbudsman sebagai lembagapengawas eksternal terhadappenyelenggaraan Negara danpemerintahan maka dipandang perluuntuk di atur dalam suatu Undang-Undang yang antara lain mengaturtugas, fungsi dan wewenangnyasecara jelas dan kuat. Makadibentuklah Undang-Undang Nomor37 Tahun 2008 tentang OmbudsmanRepublik Indonesia, sebelumnyadalam Keppres Nomor 44 Tahun2000 namanya adalah KomisiOmbudsman Nasional denganberlakunya UndangUndang Nomor 37tahun 2008 namanya kini telahberubah menjadi OmbudsmanRepublik Indonesia (Desiana, 2013).Sebagai fungsi utama dariOmbudsman Republik Indonesia,pengawasan pada dasarnya
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diarahkan sepenuhnya untukmenghindari adanya kemungkinanpenyelewengan atau penyimpanganatas tujuan yang akan dicapai. Melaluipengawasan diharapkan dapatmembantu melaksanakan kebijakanyang telah ditetapkan untukmencapai tujuan yang telahdirencanakan secara efektif danefisien. Bahkan, melalui pengawasantercipta suatu aktivitas yangberkaitan erat dengan penentuanatau evaluasi mengenai sejauhmanapelaksanaan kerja sudahdilaksanakan. Pengawasan juga dapatmendeteksi sejauhmana kebijakanpimpinan dijalankan dan sampaisejauhmana penyimpangan yangterjadi dalam pelaksanaan kerjatersebut (Wibawa, 2010).Pengawasan dengan pelibatanmasyarakat yang dilakukan olehOmbusdman RI akan menjadi fokuskajian dalam penelitian ini. Adapunobjek kajian akan mengerucut padaOmbudsman RI Perwakilan ProvinsiGorontalo. Dalam hal sektorpengawasan sendiri, akan lebihmenfokuskan pada sektor pendidikansebagai salah satu sektor pentingdalam pemberian layanan kepadamasyarakat.
C. METODEJenis penelitian yang digunakandalam penelitian ini adalah penelitiankualitatif. Selnajutnya sumber datayang digunakan adalah data primer
yaitu data melalui observasi dengancara wawancara dengan pimpinandan asisten Ombudsman RIPerwakilan Gorontalo terkait

pengelenggaraan pengwasan dibidang pendidikan dan partisipasimasyarakat didalamnya. Selanjutnyadata sekunder yaitu data yangdiperoleh dari laporan-laporanterulis serta informasi tentangkeadaan instansi ombudsman.
D. HASIL DAN PEMBAHASANPenyelenggaraan pemerintahanyang baik tentunya menjadi cita-citabagi seluruh masyarakat. Dimanamasyarakat pada hakekatnyamerupakan prioritas dalam prosesimplementasi kebijakan pemerintah.Tidak dapat dipungkiri bahwapenyimpangan dan penyalahgunaankekuasaan seringkali terjadi sehinggamasyarakat tidak lagi menjadi tujuanutama dari pembangunan.Sebagai suatu sistem yang baik,makan dalam setiap prosesimplementasi diperlukan prosespengawasan. Pengawasan berfungsiuntuk meminimalisir terjadinyapenyimpangan. Di sisi lainpengawasan menjadi instrumenuntuk memastikan penyelenggaraanpemerintahan tetap berada pada jaluryang semestinya.Pemerintah Republik Indonesiatelah menyelenggaraan sistempengawasan dengan memberikankewenangan kepada lembaga-lembaga pengawas, dimanaOmbudsman RI adalah salah satudiantara. Secara lebih spesifikOmbudsman RI diberikankewenangan untuk melakukanpengawasan terhadappenyelenggaraan pelayanan publikdari pusat hingga ke tingkat daerah.
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Proses pengawasan itu sendiritentunya tidak hanya denganmelibatkan pemerintah. Partisipasiaktif dari masyarakat sebagaipengguna layanan pemerintahtentunya sangat diperlukan. Denganadanya partisipasi dari masyarakatini diharapkan pengawasan dapatlebih efektif dalam rangkamengurangi tingkat pelanggaran danpenyalahgunaan wewenang, sertamemastikan terpenuhinya hak-hakmasyarakat sebagai objek utamadalam pemerintahan danpembangunan negara.
1. Partisipasi Masyarakat dalam

Pengawasan Ombudsman RI
Provinsi Gorontalo di Bidang
Pendidikan.Ombudsman RI PerwakilanGorontalo menyadari bahwapendidikan merupakan sektor krusialdalam kehidupan masyarakat.Pendidikan yang baik akan menjadidorongan utama dalam penciptaanmasyarakat yang maju dan sejahtera.Untuk itu penting memastikan bahwamasyarakat memperoleh pelayananyang terbaik dalam sektor pendidikan,dimana pelanggaran ataumaladministrasi dalam sektorpendidikan harus diminimalisir.Jika dilihat dari kategori pelaporterdapat tiga kelompok/entitas yangmenjadi subjek laporan yangditangani lembaga Ombudsmanberdasarkan Pasal 1 UU 37 Tahun2008 tentang Ombudsman RI.Pertama, pelapor merupakanperorangan/korban langsung yakniindividu yang menjadi korban,mengalami langsung atau terkena

dampak dari tindakanmaladministrasi di bidanglingkungan. Kedua, Pelapor yangmenggunakan media sebagaiperantara. Media dalam hal iniberupa koran lokal. Sementara adapula pelapor yang berasal darikelompok masyarakat yangmerupakan perkumpulan, lembagaswadaya masyarakat (LSM) yangterkena dampak secara langsungmaupun tidak langsung (Marzaman,2018).Di samping itu, Ombudsman R.Ijuga merupakan lembaga pengawaspelayanan publik yang independentdan mempunyai hak imunitas dimanahal tersebut mendukung OmbudsmanR.I Perwakilan Gorontalo untukmelakukan investigasi atas prakarsaOmbudsman itu sendiri padapengawasan dibidang pendidikan.Investigasi ini didasarkan temuanawal pada pemberitaan media massa,masyarakat, komunitas-komunitasmaupun temuan yang berasal daripengamatan Ombudsman sendiri.Dalam hal ini walaupun tanpa adanyapelapor akan tetapi terdapatpermasalahan pelayanan publikOmbudsman dapat melakukan prosesinvestigasi dalam masyarakat.Dalam perkembangannyaOmbudsman RI Provinsi Gorontalobanyak menemukan bentuk-bentukperbuatan yang termasuk dalampraktik maladministrasi, khususnyadi sektor pendidikan seperti a)berpihak, dimana pemberi layanan dibidang pendidikan mengambilkeputusan dengan tidak adil danlebih mementingkan salah satu
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pihak.; b) diskriminasi, pelaksanadibidang pendidikan tidak maumemberikan pelayanan kepadamasyarakat, karena warga ataupemohon yang mengajukan berbedasuku, agama, ras, dan jenis kelamindengan pelaksana pengawasandibidang pendidikan.; c) konflikkepentingan, pelaksana pelayanandibidang pendidikan tidak bisamenangani pekerjaannya,dikarenakan pelaksana layananpublik mempunyai kepentingansendiri.; d) penundaan berlarut, yangmerupakan terjemahan dari “undue
delay” dimana petugas yang seringmengulur waktu atau menundapenyelesaian urusanadministrasi/kasus warga denganalasan yang tidak jelas. Padahalwaktu penyelesaian telah ditentukandan hal ini membuat pelayananmenjadi tidak pasti.; e)penyalahgunaan wewenang,pelaksana pelayanan dibidangpendidikan yang menggunakan hakdan kewenangannya denganmelampaui batas kewenangan yangdimiliki.; f) penyimpangan prosedur,pelaksana pelayanan dibidangpendidikan yang tidak mengikutilangkah-langkah yang sudahditentukan sebelumnya pada saatmemberikan layanan.; g) Permintaanimbalan uang, laporan permintaanimbalan atau pungutan banyakditemukan dalam bentuk pembiayaanpendidikan yang berlebih dari apayang telah ditentukan atau bahkanpembiayaan yang seharusnya gratistetapi malah diadakan permintaanimbalan. Permintaan imbalan uang

juga dapat ditemukan dalampelaksanaan penerimaan pesertadidik baru, biasanya peserta didikbaru dimintai imbalan uang agardapat diterima disalah satu sekolahyang dituju. Selain dari permintanimbalan ditemukan juga hal yangserupa yaitu kurangnya transparansipembiayaan pendidikan dari pihaksekolah.; h) tidak kompeten,pelaksana pelayanan dibidangpendidikan yang tidak berkompetenatau pemberi layanan tidakprofesional dibidangnya, sehinggapelayanan yang diberikan tidakmaksimal.; i) tidak memberikanpelayanan, pelaksana pelayanandibidang pendidikan sama sekalitidak memberikan pelayanan atas apayang menjadi tanggung jawabpenyelenggara pelayanan publik.Sejak tahun 2016, OmbudsmanRI Perwakilan Gorontalo mencatatat49 laporan dengan suabtansipendidikan, Jumlah laporanpengaduan bidang pendidikan, dapatdisajikan pada table 1.
Tabel 1

Jumlah Laporan dengan Substansi
Pendidikan

Tahun Jumlah Laporan2016 132017 202018 16
Total 49Sumber: Ombudsman RI PerwakilanGorontalo, 2019Berdasarkan data pada Tabel 1,jumlah laporan mulai pada tahun2016 sampai tahun 2018 masih

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&amp;&amp;&amp;&amp;&amp;2685-8096
http://u.lipi.go.id/1565920262


E-ISSN 2685-8096 || P-ISSN 2686-0279JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Vol.1 No.2 Desember 2019

126

rendah. Hal ini juga menunjukkanbahwa tingkat partisipasi masyarakatdalam bidang pengawasan khususnyadibidang pendidikan masih rendahdibandingkan dengan standarlaporan ombudsman pada jumlahminimal 100 laporan pertahun. Padatahun 2016 jumlah laporan yangmasuk hanya 13 laporan terkait yangsecara garis besr terkait denganlaporan maladministrasi. Selanjutnya

Tabel 2
Jumlah Laporan Substansi

Pendidikan Berdasarkan Dugaan
Maladministrasi

Tahun
Dugaan Maladministrasi

2016 2017 2018

pada tahun 2017 sampai dengantahun 2018 laporan yang masuk ke Permintaan ImbalanUang,Barang dan Jasa 3 6 2Ombudsman RI Perwakilan Gorontalodidominasi dengan keberatanmasyarakat tentang kegiatanpenunjang penyelenggaraanpendidikan. Berdasarkan klarifikasisejumlah laporan terungkapbeberapa alasan pengurus sekolahmenggalang dana masyarakat yaknipembiayaan guru honor danmelengkapi sarana pendidikan untuksiswa/siswi. Namun dana yangdihimpun dari masyarakat orang tuasiswa menimbulkan sorotan karenajumlah setoran yang ditentukan danada batas waktu akhir penyetoran.Adapun jumlah laporansubstansi pendidikan berdasarkandugaan maladministrasi dapatdisajikan pada table 2.

Tidak Kompeten 1 2 0TidakMemberikan 2 5 2Pelayanan
Total 13 20 16Sumber: Ombudsman RI PerwakilanGorontalo, 2019Dari tabel 2 dapat bahwapelanggaran dan maladministrasidalam pelayanan pemerintah disektor pendidikan masih mempunyakelemahan. Terlihat bahwamaldnimistrasi paling banyak terjadidengan dilakukannya permintaansejumlah uang/barang kepadamasyarakat. Padahal negara telahmenjamin masyarakat untuk dapatmenikmati pendidikan gratis melaluisekolah-sekolah pemerintah. Hal initentunya menjadi catatan pentinguntuk selanjutnya dilakukanpembenahan baik pada sistem yangtelah berjalan saat ini maupunpeningkatan kapasitas lembagapendidikan agar mampu memberikanpelayanan yang lebih maksimal.Jika mengacu pada tanggapartisipasi warga yang diusulkan olehSherry R Arsntein maka polapartisipasi masyarakat dalam proses

Berpihak 0 0 4Diskriminasi 0 0 1Konflik Kepentingan 1 0 0Penundaan Berlarut 1 2 5PenyalahgunaanWewenang 2 2 1Penyimpangan Prosedur 3 3 1
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pengawasan di lembaga OmbudsmanRI Provinsi Gorontalo berada padatipe tokenisme. Pola ini merujuk padamodel informing, consultation, dan
placation. Yakni suatu kondisi dimanawarga telah diberi sedikit ruanguntuk didengarkan namun belummemiliki kuasa yang cukup untukmemastikan bahwa suara danaspirasi mereka dapat menjadibagian dari kebijakan akhir yangdiambil.
2. Upaya Ombudsman RI Provinsi

Gorontalo dalam Meningkatkan
Partisipasi Pengawasan
Masyarakat di Bidang
PendidikanBerdasarkan hasil penelitianbahwa terdapat berbagai upaya yangdilakukan Ombudsman RI PerwakilanGorontalo untuk meningkatkanpartisipasi masyarakat sekaligusmendorong kesadaran masyarakatuntuk ikut berpartisipasi khususnyadalam pengawasan dibidangpendidikan. Berdasarkan hasilwawancara dengan asistemOmbudsman RI Provinsi Gorontalo,tingkatan dalam pengawasandibidang pendidikan adalah a)sosialisasi, dimana sosialisasimerupakan suatu upaya yangdilakukan oleh Ombudsman RIPerwakilan Gorontalo dalammelakukan tugas dan fungsinya.Dalam tiga tahun terakhir ini,Ombudsman RI Perwakilan Gorontalorutin menyelenggarakan kegiatansosialisasi untuk meningkatkanpartisipasi masyarakat dalampengawasan disemua bidang. Tujuanpartisipasi tersebut adalah untuk

menjelaskan tentang tugas dan fungsipenyelenggaraan pelayanan publik.Yaitu terkait hak-hak masyarakat dankewajiban penyelenggara pelayanan.“Ombudsman RI PerwakilanGorontalo menerima pengaduan danmenyelesaikan persoalan, jugamelakukan upaya pencegahanmaladministrasi dalampenyelenggaraan pelayanan publik”.(Wahiyudin Mamonto, wawancarapribadi. 22 April 2019).Ombudsman RI Perwakilan Gorontaloterus melakukan sosialisasi kepadamasyarakat di Provinsi Gorontalo. Haltersebut dilakukan dalam rangkamemperkenalkan dan mendekatkandiri dengan masyarakat luas agarmasyarakat lebih memahami tugasdan fungsi Ombudsman. Bukan hanyaitu, Ombudsman RI PerwakilanGorontalo juga berupaya menggugahkesadaran dan mendorong sikapkiritis masyarakat untuk melakukanpengawasan pelayanan publik. Selainitu Ombudsman RI PerwakilanGorontalo meningkatkan kinerja danprofesionalitasnya dalam membantumasyakat untuk memperoleh hak-haknya dalam pengawasan dibidangpendidikan. Kegiatan peningkatanpartisipasi masyarakat dilaksanakanmelalui sosialisasi. Pada tahun 2013-2014 Ombudsman RI PerwakilanGorontalo telah melakukan sosialisasiditingkat penyelenggara pelayananpendidikan. Selanjutnya pada 2015telah melakukan sosialisasi langsungditingkat masyarakat dan melibatkankomunitas-komunitas pendidikan.; b)
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keterlibatan media, dimana seiringpesatnya perkembangan teknologisaat ini dan perubahan gayamasyarakat yang semakin banyakmengakses sistem berbasis online,maka pelayanan publik denganmenggunakan sistem informasiberbasis layanan online yangdiberikan oleh Penyelenggarapelayanan publik harus semakinditingkatkan. Media adalah segalabentuk dan saluran yang digunakanuntuk menyampaikan informasi ataupesan. Media adalah salah satu caraatau upaya untuk menyampaikanatau menginformasikan tentangadanya keberadaan Ombudsman dandalam melaksanakan tugas danfungsinya, baik itu melalui mediaelektronik, media cetak, maupunmedia sosial. Beradasarkanwawancara dijelaskan bahwaOmbudsman RI Perwakilan Gorontalotelah menggandeng kerjasamadengan media dalam rangkameningkatkan partisipasimasyarakat.“Ombudsman RI PerwakilanGorontalo melaksanakan sosialisasimelalui media sosial yaitu instagram,facebook, maupun twitter, sertasiaran rutin melalui radio.(Wahiyudin Mamonto, wawancarapribadi. 22 April 2019).Ombudsman RI Perwakilan Gorontalojuga memiliki dan mencantumkankanal-kanal informasi berupa call
center dan akun media online, yangdikembangkan sedemikian rupadalam rangka menjangkau

masyarakat agar dapat terlayani,serta agar informasi yang ingindisampaikan dapat diketahui orangbanyak, dan juga menjadi saranasosialisasi yang efektif.; c) Training OfTrainer (TOT) dimanaTOT merupakan Training internalsering dilakukan dalam suatuorganisasi/perusahaan. PelatihanTOT merupakan solusi untukmeningkatkan kompetensi trainersehingga menjadi trainer yang handal,menarik, dan efektif. OmbudsmanRI Provinsimelaksanakan TOT dengan tujuanuntuk meningkatkan partisipasimasyarakat dalam pengelenggaraanpengawasan dibidang pendidikan.Pada tahun 2016 Ombudsman RIProvinsi Gorontalo pertama kalimelakukan kegiatan TOT yangdihadiri oleh lembaga dan komunitasmasyarakat.Lebih lanjut, pada tanggal 23November 2017 yang bertempat diGrand Q Hotel, Ombudsman RIPerwakilan Gorontalo melaksanakankegiatan TOT dengan tema “TrainingOf Trainer (TOT) Untuk MitraOmbudsman - Masyarakat Berdaya,Awasi Pelayanan Publik. Kegiatan inidikhususkan untuk mitraOmbudsman RI Perwakilan Gorontalodalam rangka pengawasan dibidangpendidikan. Dalam kegiatan tersebutOmbudsman RI Perwakilan Gorontalomenjelaskan tentang tugas dan fungsidari Ombudsman itu sendiri, karenamasyarakat Gorontalo belummengetahui tugas dan wewenang dariOmbudsman. KeberadaanOmbudsman RI Perwakilan Gorontalo
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diharapkan dapat dimanfaatkan olehmasyarakat untuk mengadukanpersoalan tentang adanya masalahdibidang pendidikan. (AndikaRahmatillah, wawancara pribadi. 25April 2019).
E. SIMPULAN DAN SARANData dan analisis yang telahdijelaskan diatas setidaknyamembawa kita pada beberapakesimpulan terkait bagaimanapartisipasi masyarakat dalampengawasan layanan publik terkaitbidang pendidikan di ProvinsiGorontalo. Pertama bahwa Laporanlayanan publik terkait bidangpendidikan masih terbilang kecil. Halini mengindikasikan bahwapartisipasi masyarakat dalampengawasan itu sendiri masih rendah.Dengan memakai pendekatan modelanak tangga partisipasi masyakarat,partsisipasi masyarakat terkaitpendidikan di Provinsi Gorontalobaru berada pada tahap tokenism.Dimana negara telah membuka ruangakan tetapi masih perlu dorongandalam upaya mendapatkan umpanbalik dari masyarakat dalam berbagaiproses penyelenggaraanpemerintahan.
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